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PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 7 TAHUN  2017 

 

TENTANG 
 

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI 

PRIJONEGORO   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI SRAGEN, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai 

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soehadi Prijonegoro; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

6. Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/ 

2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ 

Jasa pada Badan Layanan Umum; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 

Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit 

Umum Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 55); 
 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI 

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Sragen. 

2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi  Prijonegoro yang selanjutnya 

disingkat RSUD dr. Soehadi  Prijonegoro adalah Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Soehadi Prijonegoro yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari 

pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan 

kemampuan. 

3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah  dr.Soehadi  

Prijonegoro yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD  adalah Perangkat 

Daerah atau Unit Kerja di lingkup pemerintah daerah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktifitas. 

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya 

disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 

bisnis yang sehat untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

negara pada umumnya  

5. Pemimpin BLUD RSUD dr.Soehadi Prijonegoro adalah Direktur Rumah 

Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang 

secara teknis Medik dan taktis operasional bertanggungjawab kepada 

Bupati; 

6. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 

Pengadaan Barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa; 

7. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

Pengguna Barang. 

8. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu 

yang mengutamakan ketrampilan (skillware) atau yang membutuhkan 

keahlian tertentu (brainware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah 

dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD 

pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang 

berlaku umum. 

 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD pada RSUD dr. Soehadi 

Prijonegoro. 

(2)  Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 

fleksibilitas pada BLUD RSUD dalam pengadaan barang/jasa. 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 3 

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, 

efektif, transparan, bersaing adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan 

praktek bisnis yang sehat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/ jasa pada BLUD 

RSUD ditetapkan Pemimpin BLUD dan disetujui  oleh  Bupati. 

Pasal 4 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber langsung 

dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) BLUD RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan 

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi 

pengadaan barang/ jasa pemerintah bila terdapat alasan efisiensi dan 

/atau efektifitas. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian 

batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai 

pengadaan barang/ jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan 

barang/ jasa pemerintah. 

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap 

pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari: 

a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; 

b. hibah tidak mengikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan 

lain; 
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c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

 

 

(4) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. pengadaan barang; 

b. pengadaan konstruksi; 

c. pengadaan jasa konsultansi; dan 

d. pengadaan jasa lainnya 

 

BAB IV 

JENJANG NILAI 

Pasal 6 

Pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: 

a. pengadaan barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung 

dengan bukti pembelian atau nota;  

b. pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima puluh 

juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung dengan bukti  

Surat pesanan dan kuitansi; 

c. pengadaan barang/ jasa dengan nilai  di atas Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung oleh pejabat 

Pengadaan dengan  Surat Perintah Kerja; 

d. pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum; 

Pasal 7 

Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaan lebih lanjut 

Direktur/Pemimpin BLUD  RSUD wajib  membuat Standar Prosedur 

Operasional (SPO) sesuai dengan kemampuan keuangannya  dengan 

mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak 

diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat. 

 

BAB V 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen 

(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 71) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sragen. 

 

  Ditetapkan   di Sragen 

                      pada tanggal  17-1-2017                         

 

BUPATI SRAGEN, 

 

                                                     Ttd dan Cap 

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

Diundangkan di  Sragen 

pada tanggal 17-1-2017  

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

                         Ttd dan Cap 

 TATAG  PRABAWANTO B. 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017   NOMOR 7  

                                                             Salinan sesuai dengan aslinnya 

                                                                     Kepala Bagian Hukum 

                                                                 Setda Kabupaten Sragen 

                                                                       

                                                                 Muh Yulianto. S.H., M.S.i 
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                                                                               Pembina  
                                                                 NIP. 19670725 199503 1 002 
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